BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR ¢4 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Venimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sebagai upaya meningkatkan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipill di lhingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Rawas Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Musi Rawas Utara tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi
Rawas Utara.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indeuia T&mm
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negare lik Indonesia
No

nor 4355);

3. Undms-Undmg Numor 33 T‘ahun 2004 mm derimbangai
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(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51335);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016
Nomor 3);

| 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2017 Nomor 13);

|2.Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok- Mok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kak 1pate ten Musi
Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 3); A




13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Tahun 2016 Nomor 67);

14. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pcnjabarar}
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Dacrah Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 995).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG TUNJANGAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
%

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.

S. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.

6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara.

/. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara

8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Utara

9.

10. Pegawai Neg

an Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara.

1]

12. Dokumen Penggunaan Anggaran yang selan;

yang berisi rencana kerja dan anggaran BKPSDM tahun berkenaan

Tunjangan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tunjangan
atau tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. -
14. Cuti adalah kondisi diman

a PNS diizinkan tidak ; ; el
masuk keria dalam
waktu tertentu. r] _]a.ngka




15. Sakit adalah kondisi dimana PNS duzinkan tidak masuk bekerja dalam jangka
waktu tertentu karena alasan kesehatan.

16.1zin adalah kondisi dimana PNS yang tidak masuk bekerja karena alasan

keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Tanpa Keterangan adalah kondisi dimana PNS tidak masuk bekerja tanpa

memberikan alasan yang sah.

18. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan

disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui
oleh atasan langsung.

19. Daftar Hadir adalah daftar tanda kehadiran PNS pada jam masuk dan pulang

bekerja dalam bentuk manual.

20. Terlambat Masuk Bekerja adalah suatu kondisi dimana PNS hadir dan mengisi

Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.

21. Pulang Cepat adalah suatu kondisi dimana PNS pulang dan mengisi Daftar

Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

22. Perjalanan Dinas adalah suatu kondisi dimana PNS melakukan tugas kedinasan

23.

24.

(1)

(2)

(1)

di luar lingkungan BKPSDM baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten
Musi Rawas Utara.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar ketentuan disiplin PNS.

Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawal atas

pengabdian diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Pemberian TPP bertujuan :

a. meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja pegawai; dan

b. sebagai wujud kepedulian Pemernintah Daerah untuk menjamin
kesejahteraan pegawai melalui penambahan penghasilan.

BAB 111
PRINSIP PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3
Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
kepastian hukum;
akuntabel;
proporsionalitas;
efektif dan ehisien;
keadilan dan kesetaraan; dan
kesejahteraan.
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(2) Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan

bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan keadilan.

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa
pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dimaksudkan
bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
pegawal.

(5) Efektif dan Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan
bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu
sesual dengan perencanaan yang ditetapkan.

(6) Keadilan dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan
kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai
pegawail terutama PNS pada BKPSDM.

(7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan

] bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri
' pada BKPSDM.

BAB IV
PENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4
(1) Tunjangan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNS di hingkungan BKPSDM,

yaitu
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris Badan;
c. Kepala Bidang;
d. Kepala Subbagian;
e. Kepala Subbidang;
’ . PNS Golongan 1IV;
g. PNS/CPNS Golongan IlI;
h. PNS/CPNS Golongan II; dan
1. PNS/CPNS Golongan 1.
(2) PNS dibenkan TPP setiap bulan,

selain penghasilan menurut peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5
(1) TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak diberikan kepada :

L. PN5 yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri atau
dinonaktitkan:

'ND yang menjadi Pejabat Negara;

3. PNS yang diangkat menjadi Komisioner atau Pejabat pada Lembaga non
Struktural:

NS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak

pidana sampal dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
nukum tetap,




5. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk
bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. PNS yang sedang menjalani cuti bersalin anak keempat dan seterusnya,

7. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;

8. PNS yang sedang mengalami sakit keras dan tidak dapat melaksanakan
tugas dan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara;

9. PNS yang sedang menjalani tugas belajar;

10. PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesual Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

11. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Lingkungan BKPSDM,;
dan

12. PNS yang pindah tugas atau diperbantukan di Lingkungan BKPSDM pada
tahun anggaran berjalan.

(2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 8 adalah suatu kondisi
dimana PNS tidak dapat masuk kerja karena alasan kesehatan, dan tidak dapat
memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil dalam kurun waktu lebih
dari 60% (enam puluh perseratus) dari masa kerja selama 1 (satu) bulan.

BAB V
BESARAN DASAR DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Pertama
Besaran Dasar TPP

Pasal 6
(1) Besaran dasar pemberian TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Besarnya TPP yang diterima oleh CPNS yaitu 80% (delapan puluh perseratus)
dar1 besaran TPP yang diterima.

Bagian Kedua
Pengurangan TPP

Pasal 7
(1) Pengurangan TPP diberikan kepada :

a. PNS yang terlambat masuk bekerja;

b. PNS yang pulang cepat;

c. PNS yang tidak masuk bekerja;

d. PNS yang sedang cuti alasan penting; dan

e. PNS yang dyatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan dan sedang.

(<) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam %
(perseratus).

(3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara
kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 85% (delapan puluh

lima perseratus).
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Pasal 11

(1) Dalam hal PNS dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pengurangan

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kemudian dijatuhi Hukuman

Disiplin kembali, maka terhadap PNS  yang bersangkutan dikenakan

pemotongan TPP sebagai berikut :

a. dipotong sesuai jenis Hukuman Disiplin yang pertama; dan

b. dipotong kembali sesuai jenis Hukuman Disiplin yang berikutnya setelah
selesainya pemotongan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Dalam hal PNS dijatuhi Hukuman Disiplin dan sedang dikenakan pemotongan

TPP kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai PNS / mencapai bata's

usia pensiun/meninggal dunia, maka pemotongan TPP dinyatakan berakhir

pada bulan berikutnya.

Pasal 12
PNS yang sedang mengajukan Banding Adminisratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian atas keputusan Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, dan diizinkan untuk masuk bekerja kembali, dikenakan
pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sampai ditetapkannya
keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 13
(1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang

berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan TPP selama
masa pemberhentian sementara.

(2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah, maka TPP dibayarkan

kembali terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan
telah melaksanakan tugas.

Pasal 14

(1) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas yang mengakibatkan tidak masuk
bekerja, tidak dikenakan pemotongan TPP.

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan
dengan surat perjalanan dinas.

(3) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut

contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 15
TPP yang telah dipotong dari penerima TPP, disimpan oleh Bendahara Pengeluaran
BKPSDM dan disetorkan pada kas daerah sebagai penerimaan bukan pajak.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP

Pasal 16

(1) Besarnya TPP yang diterima setiap masa kerja 1 (satu) bulan adalah total
besaran TPP dikurangi pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7




(2) TPP yang ditenima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan
DOLONIEAND pagak e nghasilan sesusd df:nwm ketentuan pcrundangﬂundangan

viunig berlaku
Setinp pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPW )

{5)

Pasal 17
L) TVY dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Utara melalur DPA

HBEVODM, pada rekening Belanya Tidak Langsung.
{ ] l i l ] i . L/ 4 b e { 2% Y g e v ¢ Jd" } ]r ¢ txfl qangkumn
) Dnldam hal bdak adanya ketersediaan anggaran pada pulan yang peirsa 3

L &
maka pembayaran TVP dilakukan secara rapel
(3} Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 158
nny melanksanakan Innas Luar, INnkiat Pr:r)r-.n]ang:m, Diklat Teknis, Diklat

onal atau Diklat Dalam Jabatan, cuti tahunan, diberikan TPP.

BAB Vi
KIETENTUAN JAM KERJA DAN PENGAWASAN

sagian Kesatu

Ketentuan Jam Kenja

Pasal 1Y
Keria dalam Peraturan HIJI):H} in adalahn AT kﬂl’jj?) St_:hagaimana yang berlaku

ngxungan Yemerintan Kaovupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 20
VINDG dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila :
L 112 M :'J."_;:","}l/ ;’"}'J;Jﬂ
') leriambat masuk ke I e,
HPulang cepat / pulang sebelum waktu; dan/atau

fl

dak berada di lempat kerja saat jam kerja tanpa alasan yang dapat

ertanggunglawabkan
dinyatakan tdak melanggar ketentuan jarn kf:l’ja %bagaimana dimaksud
| Hl;,#,t,;!,ﬁ YA %/-r',::n;.{]-{ut;:n ’yf'_fj}'}}"lf}{ rr:r:laks;nmkan tugas kﬂdinasan
uklikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22
Kepala Badan wajib melakukan pengawasan terhadap pemberian TPP setiap bulan

kepada masing-masing pegawainya.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Tambahan penghasilan lain menurut peraturan Ppecit
dikecualikan dari Tunjangan Penghasilan Pegawai tetap dibe
Negeri Sipil pada BKPSDM.

rundang-undangan yang_
rikan kepada Pegawal

BAB IX
PENUTUP

' Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangafl Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal @ Jadvacyr 2018

Diundangkan di Muara Rypit
pada tanggal 2 JANYs
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR . 04

TANGGAL 2 Janvan 2018

TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

— it

E BO; Yo, ~_ Jabatan * Jumlah/Satuan (Rp)
%(1) {58 (2) g (3) _
| 1 j Kepala Badan 10.00_({._909,-:
2 Sekretaris Badan 8.000.000,-

| 13 | Kepala Bidang 6.000.000,-
| 4 ﬂ ' Kepala Subbaglan dan Kepala Subbidang 4.000.000,-
E * PNS Golongan IV T 2.500.000,-
6 PNS dan/atau CPNS Golongan 1 2.250.000,-
(7 | PNS dan/atau CPNS Golongan 1I ‘ 1.000.000,-
|8 | PNS dan/atau CPNS Golonganl | ~ 750.000,-




	IMG_20181010_123822.pdf
	IMG_20181010_123920.pdf
	IMG_20181010_123937.pdf
	IMG_20181010_123954.pdf
	IMG_20181010_124004.pdf
	IMG_20181010_124016.pdf
	IMG_20181010_124029.pdf
	IMG_20181010_124052.pdf
	IMG_20181010_124102.pdf
	IMG_20181010_124111.pdf
	IMG_20181010_124122.pdf

